
IK : IK :
       Jumlah Produk hukum daerah yang ditetapkan, dievaluasi        Jumlah monitoring dan pelaporan produk produk hukum
       difasilitasi, dan diklarifikasi         bersperspektif HAM

IK : IK : IK :
       Jumlah produk hukum provinsi, dan Kab/kota         Jumlah perkara yang ditangani        Jumlah bantuan/advokasi yang 
       yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum        disalurkan/diberikan
       dan peraturan yang lebih tinggi

KEPALA BIRO HUKUM

ENIFITA DJINIS, SH
Pembina Utama Muda,  Nip.19620330 198903 2 004

IK :  Jumlah produk hukum yang diundangkan

Terwujudnya Produk Hukum Daerah yang 
Bersperspektif HAM

Meningkatnya Penataan Produk Hukum daerah

Meningkatnya Pengkajian Produk Hukum daerah

Meningkatnya kemampuan dan pemahaman SDM 
dalam legal drafting

Meningkatnya sarana dan prasarana kerja 
pendukung

Meningkatnya bimtek/rakor/sosialisasi 
pendukung

Meningkatnya kemampuan dan 
pemahaman SDM penanganan perkara

Meningkatnya sarana dan prasarana kerja 
pendukung

Meningkatnya bimtek/rakor/sosialisasi 
pendukung

Inventarisasi Produk Hukum Daerah yang baik

CASCADING KINERJA PERANGKAT DAERAH (BIRO HUKUM)

Terwujudnya peningkatan produk hukum daerah yang berkualitas dan perlindungan hukum yang efektif

IK :  Jumlah penanganan permasalahan hukum yang ditangani

Meningkatnya layanan 
penanganan perkara 

Pemda/OPD

Meningkatnya layanan 
bantuan/advokasi hukum

Inventarisasi permasalahan hukum yang 
masuk

Meningkatnya kemampuan dan 
pemahaman SDM penanganan perkara

Meningkatnya sarana dan prasarana kerja 
pendukung

Meningkatnya bimtek/rakor/sosialisasi 
pendukung

Inventarisasi pengajuan bantuan yang 
masuk


